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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama
Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan
Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan
Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka
Kreditnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1049);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1149);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN
ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

(1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi
Pejabat Fungsional Radiografer, Tim Penilai Jabatan Fungsional
Radiografer, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan pengelolaan
Jabatan Fungsional Radiografer.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK  TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121) antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu
profesionalisme dan pembinaan pegawai negeri sipil perlu ditetapkan
jabatan fungsional.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan pemerintah tersebut
telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Radiografer dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri
Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014
dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer
dan Angka Kreditnya.

Sebagai penjabaran pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut di atas,
maka perlu disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan
Angka Kreditnya yang mengatur hal-hal berkenaan dengan pengelolaan
administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan teknis bidang pelayanan

radiologi.
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Pengelolaan administrasi kepegawaian dan rincian kegiatan tersebut
meliputi jenjang jabatan dan jenjang pangkat, unsur dan sub unsur
kegiatan, butir kegiatan, definisi operasional, kewenangan penilaian angka
kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sekretariat tim
penilai, pengajuan usul penilaian angka kredit, tata cara penilaian dan
penetapan angka kredit, tata cara penempatan, pengangkatan, kenaikan
pangkat, perpindahan jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan

kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Radiografer.

B. Tujuan
Sebagai pedoman bagi pemangku/calon pemangku Jabatan Fungsional
Radiografer dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan
pemahaman yang sama tentang ketentuan Jabatan Fungsional Radiografer

dan angka kreditnya.

C. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil.

2, Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pelayanan radiclogi pada sarana keschatan.

3 Pelayanan radiologi adalah pelayanan Lkesehatan profesional
berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang
memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan
terapi.

4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yvang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang

meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus.
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